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1. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Perempuan yang menjadi korban perkosaan mengalami situasi dan
kondisi yang sangat berat, secara fisik maupun psikis, apalagi disertai
kehamilan. Sementara dukungan dari berbagai pihak, baik keluarga,
masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan juga kalangan medis
sangat minim sekali. Kehamilannya tidak dikehendaki, bahkan dibenci,
yang berdampak negatif bagi korban dengan penderitaan secara fisik,
mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa
tidak berharga lagi di mata masyarakat. Hal ini dapat mendorong
korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan
nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis, oleh
tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan
yang tidak memenuhi syarat medis.

Dalam situasi seperti ini, perempuan yang hamil akibat perkosaan
memerlukan bantuan dan pertolongan. Namun, pada praktiknya, ia
menghadapi berbagai kesulitan untuk ditolong. Situasi sosial dan
kultural, terutama hukum dan kebijakan yang menjadi tanggung-
jawab negara untuk melindungi warga, tidak memberikan dukungan
yang memadai bagi perlindungan jiwa perempuan yang hamil
akibat perkosaan. Padahal, menjaga jiwa (hifdh nafs) adalah prinsip
dasar dalam hukum Islam (magqgéashid asy-syari'ah), tentu termasuk
melindungi jiwa perempuan korban perkosaan yang mengalami
kehamilan, dari bahaya fisik maupun psikis, baik dengan cara
melanjutkan maupun menghentikan kehamilannya di usia berapapun.

k%

Perkosaan adalah tindakan menyakiti orang lain secara seksual,
yang berdampak pada fisik, psikis, dan masa depan. Perkosaan
merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Kekerasan
seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang,
dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang,
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dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan
kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu
memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan
relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat
penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian
secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (UU Tindak Pidana
Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022).

Komnas Perempuan melaporkan ada 24.786 kasus kekerasan
seksual selama 2016-2020. Di antara jumlah kasus tersebut, terdapat
7.344 (29,6%) kasus tindak perkosaan. Indonesia juga sedang darurat
inses (hubungan sedarah). Menurut data Komnas Perempuan, pada
tahun 2018 tercatat ada 1.071 kasus inses. Angka tersebut naik,
bila dibandingkan tahun 2017, angka kasus inses yakni 1.210 kasus.
Jumlah ini belum mencakup kasus hubungan sedarah yang tidak
dilaporkan. Kementerian Sosial juga menangani 780 anak perempuan
hamil akibat perkosaan (data hingga 6 Januari 2022). Dari jumlah
itu, ada 568 korban yang melahirkan dan 212 yang belum melahirkan
(Komnas Perempuan, 2021).

Menurut pakar psikologi di Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa
RSU. Dr. Soetomo, Surabaya, dr. Nalini Muhdi, beban psikologis yang
dialami korban perkosaan sangat berat seperti mengalami gangguan
penyesuaian dengan efek depresi berat berupa ide bunuh diri (suicide
thought); akibat perkosaan itu disebut kedaruratan-psikiatrik dan
kegawatan medik, atau istilahnya kegawatan medik-psikiatrik. (Halagah
Pra-KUPI tanggal 4-5 Desember 2021 di Jakarta).

“Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska
perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang
langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung
terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara
fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya.
Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang
dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban
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memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif,
menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti
jantung berdebar dan keringat berlebihan” (Ekandari, Mustaqfirin,
dan Faturachman, 2001: 1).

“Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah
terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang
dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi.
Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni
mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban
mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi
di mata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk
melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban
itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis, oleh tenaga
non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang
tidak memenuhi syarat medis” (Afifah, 2013: 95).

Hal ini dialami oleh siswi SMK korban perkosaan dan mengalami
kehamilan, ia depresi, dan mencoba bunuh diri dengan memotong
urat nadi pergelangan tangannya (Silalahi, 2013). Di Mojokerto
tahun 2021 korban kekerasan seksual, hamil, dipaksa aborsi,
disalah-salahkan dan akhirnya melakukan bunuh diri (Kompas,
12/2021). Kasus lain di Pangandaran, Jawa Barat, seorang perempuan
disabilitas tunagrahita (berusia 18 tahun) diperkosa ayah kandung
dan tetangganya. Setelah melahirkan bayinya, korban depresi dan
trauma yang akut (Fadilah, 2022).

Data kasus dan cerita faktual di atas hanya sebagian kecil dari
realitas kehamilan akibat perkosaan yang terungkap. Hampir setiap
saat, berita-berita sejenis bisa muncul di media massa, media sosial,
dan media elektronik. Kasusnya berlapis. Sudah diperkosa, hamil,
disalahkan, dikucilkan, dikriminalisasi, depresi, trauma, kehilangan
hak-haknya sebagai manusia dan warga negara, hingga hilangnya
nyawa. Jiwa perempuan korban perkosaan terancam dan tidak
terlindungi (Afifah, 2013: 93-96).
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Kehamilan akibat perkosaan adalah pelanggaran serius atas hak-hak
reproduksi perempuan. Sementara pilihan penghentian kehamilannya
secara tidak aman juga akan mengancam kesehatan dan jiwanya.
Karena, penghentian kehamilan secara tidak aman bisa berakibat
infeksi alat reproduksi, kemandulan, pendarahan dan gangguan
syaraf, risiko kematian ibu dan anak, robek rahim, risiko shock, dan
bahkan kematian (Buhdi dan Ester, 1998). Secara psikis, penghentian
kehamilan juga berdampak pada gejala “post-aboriton syndrom”, yang
ditandai dengan kehilangan harga diri, mudah berteriak-teriak histeris,
mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri,
ingin mencoba menggunakan obat-obat terlarang, dan sulit untuk bisa
menikmati lagi hubungan seksual (Adriana, 1998: 52).

Namun, tidak sedikit juga yang secara psikis memerlukan
pertolongan melalui penghentian kehamilan. Bahkan menjadi satu-
satunya pertolongan, atau yang utama, untuk memulihkan kepercayaan
diri korban dan kehormatan keluarga (Murad, 2013: 2). Untuk hal
ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah
mengatur kemungkinan perempuan korban perkosaan memperoleh
layanan penghentian kehamilan secara aman. Namun aturan ini
bertabrakan langsung dengan larangan dan ancaman hukuman pidana
tindakan aborsi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang
Hukum pidana (KUHP) pasal 346, yang berbunyi: “Perempuan yang
dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau
menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya
empat tahun”.

Pasal 76 dari UU No. 36 Tahun 2009 membolehkan penghentian
kehamilan korban perkosaan dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki
keterampilan dan berwenang. Namun, pada kenyataannya, tidak ada
tenaga medis yang berani melakukan, sekalipun dalam kondisi yang
sangat dibutuhkan perempuan korban tersebut. Akibatnya, banyak
kasus penghentian kehamilan korban perkosaan dilakukan secara
tidak aman dan oleh orang yang tidak terampil dan tidak berwenang.
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Salah satunya adalah kasus yang menimpa pada gadis 15 tahun
di Jambi. Ia diperkosa oleh kakak kandungnya. Korban mengalami
depresi berat namun tidak mendapatkan layanan kesehatan yang
mau membantu proses penghentian kehamilannya. Akhirnya korban
melakukan penghentian kehamilan dengan tidak aman yakni
menggunakan ramuan tradisional dan memijat perutnya. Kemudian
korban malah dikriminalkan dan divonis penjara selama 6 bulan.
(BBC News Indonesia, 2018).

Karena ada Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 76 huruf
b, kriminalisasi korban perkosaan juga bisa terjadi ketika penghentian
kehamilan dilakukan setelah usia 6 minggu kehamilan. Padahal,
di lapangan, korban perkosaan perlu waktu lama untuk bersedia
memeriksakan diri dan mengetahui kehamilannya. Penghitungan
usia kehamilan, pada kasus perkosaan, sebagaimana disebutkan
dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi, adalah 40 hari dihitung dari hari pertama menstruasi
terakhir. Padahal, jarak antara hari pertama menstruasi yang satu
dengan menstruasi berikutnya bisa jadi ada yang sampai 40 hari.
Artinya, durasi ini membuat perempuan hamil akibat perkosaan
menjadi mustahil untuk memperoleh layanan penghentian kehamilan,
sekalipun sangat dibutuhkan untuk perlindungan jiwa dan psikisnya.

Begitupun dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi, pasal 29 ayat 2b, jika korban perkosaan
tahu dirinya hamil, ia tetap harus memenuhi persyaratan yang
sulit dipenuhi. Di antaranya syarat bukti forensik dari kepolisian.
Belum lagi, ditambah persyaratan teridentifikasinya pelaku perkosaan
tersebut yang disebutkan pada pasal yang sama ayat 2c. Persyaratan
ini tidak hanya memerlukan waktu yang panjang, tetapi sangat sulit
sekali untuk bisa dipenuhi. Penghentian kehamilan di atas usia 40
hari, dalam PP No. 61 Tahun 2014, bisa dilakukan jika ada indikasi
darurat medis, termasuk untuk korban perkosaan. Namun, pada
praktiknya, indikasi medis ini seringkali hanya didefinisikan dalam
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bentuk pendarahan besar. Kondisi ini juga melahirkan masalah baru
yaitu penyintas kekerasan berisiko menjadi pelaku kekerasan seperti,
membuang bayi dan/atau membunuhnya.

Di samping kendala-kendala legal, sebagaimana dijelaskan di atas,
dukungan bagi perempuan hamil akibat perkosaan juga mengalami
hambatan kultural. Secara budaya, korban perkosaan masih dipandang
negatif sebagai aib, kotor, dan tidak suci, sehingga menjadi kendala
besar untuk mengungkap tindak perkosaan. Korban menjadi sulit
tertolong dan diselamatkan jiwanya. Stigma buruk di kalangan
masyarakat terhadap perempuan korban perkosaan juga membuat
banyak keluarga memilih untuk menyembunyikan kehamilan demi
nama baik keluarga. Budaya juga pada umumnya tidak memberi
kepercayaan pada kesaksian perempuan, sehingga pada saat pelaporan
kasus, ia sulit untuk bisa dijadikan bukti yang bisa diterima kalangan
aparat, maupun masyarakat. Secara agama, meskipun terdapat
keragaman hukum di kalangan ulama figh, masyarakat pada umumnya
hanya memandang haram pada tindakan penghentian kehamilan
sejak hari pertama, untuk kasus apa pun, dan dalam kondisi apa
pun. Sehingga, perempuan yang terancam jiwanya dari kehamilan
akibat perkosaan juga tidak memperoleh dukungan dari kalangan
tokoh agama dan masyarakat. Baik ketika harus menghentikan
kehamilannya, maupun meneruskannya secara sehat, aman, dan
dengan dukungan yang cukup memadai.

Sulitnya memberikan pertolongan dan perlindungan jiwa
perempuan korban perkosaan, baik dengan cara melanjutkan atau
menghentikan kehamilan, berbanding terbalik dengan kondisi laki-
laki pelaku perkosaan. Tubuh laki-laki tidak memiliki jejak tindakan
pemerkosaan tersebut, sehingga jiwanya tidak terancam, bisa terbebas
dari stigma masyarakat, mudah terlepas dari tanggung-jawab sosial
dan agama, dan mudah lolos dari ancaman hukuman negara.
Sementara perempuan korban perkosaan bisa mengalami hamil
dalam kondisi psikis yang sangat berat. Jika ia selamat hingga bisa
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melahirkan bayinya, ia pun akan mengalami nifas, lalu terbebani
secara sosial untuk menyusui dan merawat bayinya hingga besar.
Dia dan anaknya juga berisiko mengalami stigma buruk secara sosial.
Dampak secara fisik dan psikis, serta minimnya dukungan medis,
sosial, dan agama yang dialami perempuan hamil akibat perkosaan
tak jarang menyebabkan mereka menempuh jalan pintas dengan
melakukan penghentian kehamilan yang tidak aman, atau bahkan
mengakhiri hidupnya.

Dalam konteks sosial seperti ini, beberapa pertanyaan berikut
ini diajukan kepada Musyawarah Keagamaan KUPI ke-2 untuk
diputuskan. Yaitu:

a. Apa hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan
akibat perkosaan?

b. Siapakah pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk
melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat

perkosaan?

c. Bagaimana hukum bagi pihak-pihak yang berkewajiban dan
mampu, namun tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi
jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan?

2. ADILLAH (DASAR HUKUM)
1. Nash Al-Qur’an

1) Kemuliaan anak-anak Adam

AP - Al A ~,"f’/’///~ ./1’1/ 15
AL G lE55 iy Al 3Ry ) g S i

T -2 .z & T, T 1

\“./"‘ ~“A'£{§&r’h. .=9j

“Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut
mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-
baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
(QS. al-Isra* (17): 70)
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Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi
perempuan:

EAREESAN R EEs

“Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiyd’ (21): 107)

Pentingnya membebaskan dari kezaliman
,_@JQ>L01,J\J\WLM\wwuxcﬂu\u,\;j;\
s g Lo )

“Alif Lam R4, (Inilah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu agar
kamu bebaskan (keluarkan) manusia dari kegelapan-kegelapan
ke cahaya dengan izin Tuhan mereka menuju Jalan Yang Maha
Mulia dan Terpuji.” (QS. Ibrdhim (14): 1)

Larangan menyakiti laki-laki dan perempuan
e 05 1S B A% sy Genddd S35 3405
¢
Z: 2 \27\z P\ -2
s Gl bl
“Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin
dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka
sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang
nyata.” (QS. al-Ahzab (33): 58)
Larangan menghina dan mengolok—olok orang lain
15 0‘ o 2 A AN 1A G L
v;;&:.:ﬁ\ \3}4: N ;w\ ;uu;, Lﬂ;
d - )/ I‘.” “ S/;A
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum meng-

olok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang
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diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-
olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok)
perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-
olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok).
Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan
julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan)
fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah
orang-orang zalim.” (QS. al-Hujurdt (49): 11).

Larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan

L2 2N R e T Al 18 T 2N
el S A O Vsl M\J\/rﬁg\i\}d) N5
“Janganlah kalian menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan,

dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Bagarah (2):195).

Perintah melindungi kalangan yang rentan dilemahkan

PESTNESR P UNUERRACE vﬂr’fj G

el Jus 5330 i 5 G52 e S 3l 13l
5 630 5 sl 5 3630 50 ] a5

“Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan (membela)

orang-orang yang dilemahkan dari (kalangan) laki-laki, perempuan,
dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah
kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah
kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari
sisi-Mu.” (QS. an-Nisa" (4): 75)

Tidak menyalahkan orang yang dipaksa atau terpaksa

r@swurﬁ_}w 54 A \; \jgwxrﬁ\,.,
\H&Mww@w\,jd\jusw,ww
Gl el 3a
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“Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan)
yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah
telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia
haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.
Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan
mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya
Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”
(QS. al-An’am (6): 119).

Pentingnya sikap maaf terhadap perempuan korban pemaksaan
seksual

ﬁ\fj,cw u/"C)SJ\Q\;u\&&\;\)AJ&YJ

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk
melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian,
karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.
Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka
dipaksa.” (QS. an-Niir (24): 33).

Tahapan penciptaan manusia dalam kandungan

J&J\ﬂém@m;f yw&ww¢uv\ Cals
L.Jac:\.l.mj\ VS5 $a el $EG)) GELES Tale 210 \.«.&L;ra
;,ax;\ T4 3 ti;ﬁ\m;i\:u\ L.;ru\ AW

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang

\\

\

berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani
di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu
Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu
yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu,
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang
belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami
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menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah
sebaik-baik pencipta.” (QS. al-Mu’'miniin, (23): 12-14)
Larangan membiarkan generasi yang lemah

ke . . s .= s
el e 1332 e Bgd s 5 1555 ) 30 23

Sea N33 15l 2

“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, yang seandainya
mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS.
an-Nisa" (4): 9).
Perintah untuk berterimakasih pada perempuan atas peran
reproduksi mereka

o e 3 4 a5 e g W12l 15 5259 Gy g
e Bl g Sl

“Kami wasiatkan kepada manusia, terkait dengan dua orang tuanya
(karena) ibu telah mengandungnya dalam keadaan sakit yang berlipat,
dan menyapihnya dalam dua tahun, untuk bersyukur kepada-Ku
dan berterima kasih kepada kedua orang tua (ibu dan ayah). Hanya
kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Lugmdn (31): 14).

Perintah melindungi diri dan keluarga dari segala keburukan
B PP A2 .- A .’/ SO /\ . .1 _ /T
Sk 00 gy 158 Seadly Kt 53154 )
AP 20T e G- B Y T
G Sakadgy el Bl Gpa Y alie B 06 ke
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“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan
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15)

16)

TENTANG PERLINDUNGAN JIWA PEREMPUAN
DARI BAHAYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang
Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.” (QS. at-Tahrim (66): 6).

Perintah saling menolong dalam kebaikan
S35 5 i e Wwyu S5
s Al Gyl FINFHERM d;w“ ;\J\

S e SN 2 LA

“Orang-orang yang beriman, laki- laki dan perempuan, mereka
saling menjadi penolong satu sama lain. Mereka (bekerja sama)
menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, melaksanakan
shalat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha
Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah (9): 71)

Larangan membiarkan generasi yang lemah
)1/’/2 [N z_ s T . 7 _ .1
\""*”i Bj\’,.w.“:,s,..&agfﬁjjcym

\JQMY):)J iy Al

“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah sekiranya rnereka
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka
berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. an-Nisa" (4): 9)

Perintah untuk menunaikan amanah
< K TN Y 2. 7 2 B’ )z
) d"r"‘&’ 1515 Lekal I <3N 1,55 o (5}.\; A &
et Gz S 3] 4y S o Al ) sl 1,84
“Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum
di antara manusia hendaknya kalian menetapkannya dengan adil.
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Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada
kalian. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS.
an-Nisa" (4): 58)

58 Ko oA s B ol Jid 2 A Gl e
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“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang perbuatan
kekejian, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Tepatilah
janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Janganlah kalian
melanggar sumpah setelah meneguhkannya, sedangkan kalian
telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu).
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS.
an-Nahl (16): 90-91).

17) Perintah untuk menjadi umat terbaik

JK”J\LJ’;Q)'@"")JJJ‘*JLQ)J‘“L wwﬁ\‘u\j\prﬁs
S5 ﬁj\* 2 5R0 IS0 Jal a5 muuﬂ;,
Syl /5\

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman
kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali
Tmran (3): 110).
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b. Nash Hadits

1)

2)

3)

Larangan menzalimi manusia
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k)
“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak
boleh menzalimi dan membawanya (pada kehancuran). Barang
siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan
memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang memudahkan
kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan
kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Barang siapa
yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi

aibnya pada hari kiamat.” (Shahih al-Bukhari, no. 2482).

Larangan menyakiti manusia
5 A 3lee \}Q)fwurujucm\yﬁj\u;d\:ff
gl SN ey

“Rasulullah Saw bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah
Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan

mereka.” (Musnad Ahmad, no. 22837).

Perintah berbuat baik pada orang-orang lemah.

Syl oy e Al Lol Jua5 6 JB I3 ie
,} PP A A A P LA R P
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“Rasulullah Saw bersabda: “Carilah keridlaanku dengan berbuat
baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki
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dan ditolong itu disebabkan orang-orang lemah di antara
kalian” (Sunan Abii Dawud, no. 2594 dan Sunan Turmudzi,
no. 1803).

Larangan berbuat yang membahayakan diri dan orang lain
S Y% G -V‘L“) e J.afm\ Jass Q\;;;U\ &:\4 e

“Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh membahayakan diri
sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya.” (Muwaththa’
Malik, no. 1435; Sunan Ibn Mdjah, no. 2430 dan 2431; Musnad

Ahmad, no. 2912 dan 2322)..

Anjuran untuk meringankan kesulitan orang lain
(i 3 g Z 3 . e i 27
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“Barang siapa yang meringankan beban hidup yang dialami
seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya
pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang
sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di
dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang
muslim, maka Allah Swt akan menutup aibnya di dunia dan di

akhirat, dan Allah Swt menolong seorang hamba selagi hamba
tersebut menolong saudaranya.” (Shahth Muslim, no. 7028).

Tidak menyalahkan orang yang dipaksa orang lain

A &) ey e A Jo A Jp25 6 06 il 534 2
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“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku (umat Nabi Muhammad
Saw), ketika tidak sengaja, lupa, atau dipaksa (orang atau
keadaan).” (Sunan Ibn Mdjah, no. 2121).

Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan
:Ju%\ (Ju.ujw‘w\&.d‘&b\ J}_j}&f}ﬁ\&)ﬁ:};
Wuﬂww@\f@,&&w\ i V)
CEpass
“Rasulullah Saw bersabda: “Saling berwasiatlah kalian untuk
selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka seringkali

diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak atas
mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (Sunan Ibn Majah,

no. 1924)

Proses peniupan ruh pada janin manusia

‘&‘&4'&‘ j »\ff\;w&\yﬁ,@;&mxg&
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“Sesungguhnya penciptaan setiap orang dl antara kalian, di
dalam perut ibunya, pada awalnya 40 hari (dari pembuahan),
ia (ciptaan itu) menjadi (sosok) yang kokoh (di rahim) dengan
berlalunya waktu yang sama (40 hari), lalu (sosok itu penuh
dengan) daging dengan berlalunya waktu yang sama (40 hari),
lalu diutuslah seorang malaikat untuk dituliskan (padanya)
tentang 4 hal, rizkinya, usianya, dan amal perbuatannya, serta
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nasibnya sebagai orang susah atau bahagia, kemudian ditiupkan
kepadanya ruh (kemanusiaan).” (Shahth al-Bukhiari, o.. 7544).

Menolong orang yang dizalimi

ﬁ\&,w&\ymjﬁﬁj@umd@ﬂ
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“Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi.
Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, ini (kami pasti)
menolong orang yang dizalimi, bagaimana kami menolong orang

yang zalim?” “Kamu kendalikan dia (agar tidak berbuat zalim
lagi),” kata Rasulullah Saw (Shahih al-Bukhari, no. 2484).

Mengubah keburukan
k}.ﬁf&“ j)_i/éﬁ;“u Jb‘\&‘\»\ f)&)v\;\ Md\f
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-
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“Barang siapa melihat suatu kemungkaran (atau keburukan pada
seseorang), maka ubahlah ia (agar menjadi baik) dengan tanganmu
(atau seperti kekuasaan), jika tidak mampu, lakukanlah dengan
lisanmu, jika tidak juga mampu, lakukanlah dengan hatimu,
dan itu (dengan hati) adalah sikap/tindakan yang paling lemah
iman.” (Shahih Muslim, no. 186).

Tanggung jawab pemimpin

eb fL‘Y‘WJu—‘WrNSJWENSJ}“rVJ
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“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan d1m1nta1 per-

(\w

tanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa
adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin
seluruh keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya. Demikian pula seorang istri adalah
pemimpin atas rumah suami dan anaknya, dan dia akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang anak adalah
pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin/penjaga
terkait harga tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban
atas kepemimpinannya. Masing-masing kalian adalah pemimpin
yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan
kalian.” (Shahih al-Bukhdri, no. 901).

Perintah terhadap pemimpin membuat kemudahan urusan umat

‘;dwu.c\.él\_,\u\cw\ : 6 3 LJJPJJ\.\&JC
J”// )ums\yw )&JWLJJ\,\ ()G

«wﬁjb ﬁwﬁﬂww‘f‘wéjw u\c

.. Abdur Rahman bin Syimasyah berkata: “Aku datang pada
Alsyah RA untuk bertanya suatu hal”. Aisyah berkata: “Aku
kabarkan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah
di rumahku ini. Beliau berdoa: “Ya Allah, barang siapa yang
diserahi kepemimpinan untuk melayani umatku, kemudian ia
memberatkan mereka. Maka beratkanlah ia dan barang siapa
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diserahi kepemimpinan untuk melayani umatku. Kemudian, ia
melayaninya dengan belas kasih, maka kasihilah ia.” (Shahih
Muslim, no. 4826).

13) Ancaman bagi pemimpin yang tidak peduli dengan urusan umat

&)ww\y‘\m JW&B\ J\J"J‘“;J:’JJ:‘;Q';
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“...Seorang pemimpin (imam) yang menutup pintu rumahnya
untuk menghalangi orang yang sedang memiliki kebutuhan,
sedang butuh pakaian, sedang dalam kemiskinan, maka pasti
Allah akan menutup pintu-pintu langit untuk menghalangi hal

yang sama..” (Sunan Turmudzi, no. 1382).

c. Agwal al-Ulama®

1)  Tujuan syari'at Islam (maqdshid asy-syari'ah) adalah perlindungan
jiwa, akal, harta, agama, keluarga, termasuk organ kelamin

@m&;w\;u%@\jw\,wﬂ\bj

“Sesungguhnya perlindungan jiwa, akal, organ kelamin, dan harta
merupakan tujuan syari'at.” (al-Ghazali, 1971: 160).
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“Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa
syari‘at ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu:

agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.” (asy-Syathibi, 2012: j.
1, hlm. 31).
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Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan
kaidah hukum Islam

J\J’UJ"‘J\
“Bahaya harus dihilangkan.” (as-Suyuthi, 1983: 83).
Menghindari mafsadat yang lebih besar
Ceasl LBl Litlac o5 pEicin 23l 3]
“Apabila dua mafsadat saling bertentangan, maka mafsadat
yang lebih besar harus dihindari dengan mengambil mafsadat

yang lebih ringan. (Muhammad Azam Abdul Aziz, al-Qawa’id
al-Fighiyyah, hlm. 160, Dar al-Hadits al-Qahirah).

Kedaruratan bisa membolehkan keharaman

g3 258 215555
“Kondisi darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

(Ibn Nujaim al Hanafi, al-Asybdh wa an-Nadha ‘ir, hlm. 85,
Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah Bairut, 1980).

Perkosaan sebagai kejahatan pada perempuan, keluarga, dan
masyarakat yang sering berujung pada penghentian kehamilan

ologidy s B Y e LY 5 N K,
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“Penetapan hukum keluarga, yang paling utama, adalah (untuk
melindunginya) dari berbagai perbuatan yang akan merusak
fondasi moralitas keluarga. Di antara perbuatan ini adalah
perkosaan, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual
terhadap perempuan. (Perusakan pada moralitas keluarga ini)
bertambah besar ketika yang menjadi pelaku pidana (perkosaan)
ini adalah justru salah satu anggota keluarga perempuan (korban),
yang justru seharusnya melindungi kehormatannya dari orang
lain, tetapi dia sendiri yang melakukannya pada (keluarganya)
sendiri. (Begitu pun daya rusak ini) bertambah rumit ketika
pidana ini berdampak kehamilan yang tidak diinginkan, yang
memperburuk keseimbangan sosial dan psikis bagi perempuan
(korban), sehingga tidak ada jalan lain kecuali berpikir untuk
menggugurkannya.” (Murdd, 2014: 2).

Jiwa seorang ibu lebih utama dari janin dalam kandungannya
s lede 3 oed ol 3 08 18 Vel e BLd oL
o ol Lo s 1l Loy SN LY LaeVl Lol Lo
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“Melindungi jiwa seorang ibu, ketika janin yang dikandung di
dalam perutnya menjadi bahaya baginya, adalah lebih utama,
karena ibu adalah pokok (awal) dan kehidupannya jelas nyata,
apalagi jika (memilih) kehidupan janin justru akan mengakibatkan
kematian ibu sekaligus kematian janinnya juga.” (Wizdrat al-
Awqadf wa asy-Syu’tin al-Isldmiyyah. 1983: j. 2, hlm. 57).
Kebolehan penghentian kehamilan korban perkosaan selama
janin belum berusia 120 hari
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“Apabila seorang perempuan muslimah menjadi korban tindakan
perkosaan lalu hamil, yang membuatnya dan keluarganya dalam
kesulitan besar, berdampak besar bagi kesehatan jiwanya dan
status sosialnya, terutama di masyarakat dan lingkungan yang
menjaga agama dan kehormatan, maka ia dibolehkan dalam
kondisi ini, bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan: untuk
menghentikan kehamilannya yang masih dalam usia 120 hari,
karena mafsadah ini lebih ringan daripada meneruskannya, dan
juga belum ditiupkan ruh manusia ke dalam janin tersebut. Tetapi,
apabila usianya sudah melebihi 120 hari, maka penghentian
kehamilannya menjadi haram. Janin ini tidak bersalah, sehingga
tidak boleh dibunuh, dan bagi perempuan dan keluarganya untuk
bersabar dan mencari pahala darinya (European Council for
Fatwa and Research, 2018, no. 4131).

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi kemaslahatan warganya

WJLLFR,,;JJ\&,\.AN\ P
“Tindakan pemimpin atas rakyat berpijak pada kemaslahatan.”
(as-Suyuthi, 1983: 121).

d. Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945)

1)

Pembukaan: “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi
segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.”
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Pasal 281 Ayat 4: “Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara.”

Pasal 27 Ayat 1: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28J Ayat 1: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.”

Pasal 28J Ayat 2: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 28D Ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28G Ayat 1: “Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28G Ayat 2: “Setiap orang berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28H Ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
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3. ISTIDLAL (ANALISIS)

Perempuan adalah manusia dan setiap manusia adalah mulia di
mata Allah Swt (QS. al-Isra" (17): 70). Perkosaan adalah tindakan
yang menyakiti fisik dan psikis perempuan, serta mengancam jiwa
dan masa depannya. Ia merupakan salah satu bentuk kezaliman yang
nyata terhadap perempuan. Karena itu, hukum perkosaan dalam Islam
secara jelas adalah haram, sesuai dengan larangan menyakiti (QS. al-
Ahzab (33): 58 dan Musnad Ahmad, no. 2287), membahayakan dan
menzalimi orang lain (Shahth al-Bukhdari, no. 2482 dan Sunan Ibn
Majah, no. 2430). Perkosaan adalah tindakan yang menjerumuskan
orang dalam bahaya dan kehancuran yang diharamkan Islam (QS.
al-Bagarah (2): 195).

Laki-laki pemerkosa adalah pelaku kezaliman dan penista ke-
manusiaan perempuan. Mereka harus dihukum dengan berat dan
dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Sedangkan perempuan
korban perkosaan adalah sasaran yang dipaksa, sehingga tidak boleh
diolok-olok (QS. al-Hujurdt (49): 11) atau dipersalahkan (QS. al-
An’am (6): 119). Sebaliknya, ia harus dimaafkan (Sunan Ibn Mdjah,
no. 2121), bahkan berhak atas ampunan, dukungan dan kasih sayang
(QS. an-Niir (24): 33).

Secara nyata, perempuan korban perkosaan telah mengalami
kezaliman dan pelemahan secara berlipat, baik secara fisik, psikis
maupun sosial. Ia patut disebut dalam kategori mustadl'afin yang harus
didukung dan ditolong (QS. an-Nisa " (4): 75), serta difasilitasi untuk
bisa keluar dari kezaliman yang dialaminya (QS. Ibrdhim (14): 1).

Berbeda dari laki-laki pemerkosa atau diperkosa, dampak buruk dan
berbahaya secara psikis dan sosial bagi perempuan korban perkosaan
adalah kehamilan yang pasti tidak dikehendakinya. Kehamilan ini
mengancam fisik, psikis, moral, dan harga diri perempuan, termasuk
keluarganya dan masyarakatnya secara berkelanjutan (Murad, 2014).
Lebih khusus, kehamilan ini melanggar hak reproduksi perempuan,
membuatnya mengalami trauma psikologis, merasa tidak berharga

187



HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

di mata keluarga dan masyarakat, mengalami kesakitan fisik, dan
bisa bertindak membahayakan dirinya (Afifah, 2013). Dampak buruk
dari kehamilan ini adalah jelas dan nyata dialami perempuan korban
perkosaan.

Islam sebagai agama kasih sayang (QS. al-Anbiya" (21): 107),
yang mendukung penuh kelompok mustadl’afin (QS. an-Nisd" (4):
75 dan Sunan Abii Dawud, no. 2594), yang memerintahkan untuk
selalu berbuat baik pada perempuan (Sunan Ibn Mdjah, no. 1924),
dengan meringankan beban kehidupan dan memudahkan urusan-
urusannya (Shahth Muslim, no. 7028), maka menolong perempuan
korban perkosaan dari bahaya kehamilan adalah niscaya. Pertolongan
seperti demikian adalah masuk kategori saling menolong dalam
kebaikan yang diperintahkan al-Qur’an (QS. al-Ma ‘idah (5): 2 dan
at-Taubah (9): 71), perlindungan diri dari segala keburukan (QS. at-
Tahrim (66): 6), wasiat kebaikan pada perempuan yang diingatkan
Nabi Muhammad Saw pada saat haji wadd’, atau perpisahan (Sunan
Ibn Majah, no. 1924).

Membiarkan perempuan korban perkosaan dalam bahaya
kehamilan adalah melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (magqdashid
asy-syari’ah). Di antara prinsip yang utama adalah perlindungan
agama (hifdh ad-din), jiwa (hifdh an-nafs), organ reproduksi (hifdh
an-nasl), akal (hifdh al-‘aql) dan harta kekayaan (hifdh al-mal).
Korban perkosaan yang mengalami kehamilan akan sulit mengamalkan
hifdh ad-din, karena akan menyalahkan takdir, menganggap Allah
tidak adil, dan ketika tidak ada pertolongan dari umat Islam, ia bisa
melihat Islam tidak berpihak bagi dirinya.

Jiwa perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan
sangat rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, disalahkan,
dikucilkan dan kekerasan lainnya secara berkelanjutan. Akibatnya,
korban juga bisa melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri
hingga ingin melakukan bunuh diri. Tidak sedikit juga yang benar-
benar melakukan bunuh diri. Karena itu, pembiaran mereka dalam
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kondisi demikian adalah melanggar prinsip hifdh an-nafs, atau
melindungi jiwa manusia dalam hukum Islam.

Perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan juga
mengalami gangguan mental dan intelektual berkepanjangan, dilarang
masuk sekolah, atau mengikuti pendidikan formal, sulit untuk
berpikir jernih dan logis untuk kemaslahatan dirinya, banyak yang
justru berpikir merendahkan dan membahayakan dirinya. Karena
itu, membiarkan perempuan korban perkosaan terus berada dalam
bahaya kehamilan adalah tindakan yang melanggar prinsip hifdh
al-‘aql, atau perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan korban seringkali tidak kuasa atau tidak dapat berpikir
jernih dan logis, ketika hamil akibat perkosaan, sangat memungkinkan
dirinya tidak mampu mengelola hartanya dengan baik, berhenti
atau dihentikan dari pekerjaannya, susah atau tidak dapat akses
ekonomi dari masyarakat. Apalagi ditambah kebutuhan biaya yang
tidak murah untuk pemulihan diri secara fisik, psikis, dan sosial dari
tindakan pemerkosaan, serta biaya untuk mengurus kehamilan secara
sehat dan mengurus anaknya di kemudian hari sepanjang hidupnya.
Membiarkan perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan,
dalam kondisi demikian, adalah juga bertentangan dengan prinsip
hifdh al-mal, atau perlindungan harta dalam hukum Islam.

Lebih buruk lagi adalah yang terkait organ reproduksi dan
keluarga. Perempuan yang hamil akibat perkosaan akan membenci
dirinya dan janin di dalam tubuhnya, terus berpikir membahayakan
diri dan kandungannya, tidak merawat diri dan janinnya dengan
makanan dan gizi yang sehat, rentan menjadi generasi yang lemah
yang diperingatkan al-Qur’an (QS. an-Nisa " (4): 9), dirinya dan atau
janinnya akan dijauhkan dari garis keturunan keluarga, sehingga
masa depan bayinya berpotensi terlunta-lunta, tanpa keluarga, dan
tanpa pertolongan yang memadai untuk melanjutkan kehidupan.
Membiarkan kondisi perempuan dari bahaya kehamilan seperti ini
adalah juga melanggar prinsip hifdh an-nasl, atau perlindungan
reproduksi dan keluarga dalam hukum Islam.
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Atas dasar ini, banyak ulama kontemporer yang membolehkan
penghentian kehamilan bagi perempuan korban perkosaan untuk
membantunya memulihkan diri dan tidak terancam masa depannya
secara fisik, psikis, maupun sosial. Karena itu, perempuan yang baru
saja mengalami tindak perkosaan, harus segera ditolong diantar
ke layanan kesehatan, seperti puskesmas atau rumah sakit. Baik
untuk memperoleh visum, pertolongan pertama, dan penghambatan
sperma yang sudah masuk agar tidak terjadi kehamilan. Selama
masih dalam rentang 72 jam dari tindak perkosaan, ada obat yang
bisa menghalangi pembuahan sperma pada indung telur, yaitu yang
mengandung levonorgestrel atau ulipristal acetate (ella). Pertolongan
ini masih masuk kategori yang dibolehkan fatwa Majelis Ulama
Indonesia, karena masih belum 40 hari (Fatwa No. 04 Tahun 2005).
Lebih dari itu, Majelis Ulama Eropa pada tahun 2008 membolehkan
penghentian kehamilan bagi perempuan korban perkosaan selama
usia kandungannya belum mencapai 120 hari.

Para ulama al-Azhar Mesir juga membolehkan, hanya mereka
berbeda pendapat mengenai rentang usia kandungan perempuan
korban perkosaan. Ada yang mengatakan dalam usia kandungan
berapapun, perempuan korban perkosaan boleh menggugurkan
kandungannya. Tentu harus dengan layanan kesehatan yang aman
dan tidak membahayakan perempuan. Pandangan ini dianut Syekh
al-Azhar, Ahmad Sayyid Thantawi dan Abdul Fattah as-Syaikh.
Pandangan yang kedua adalah yang membolehkan hanya dalam
rentang usia kandungan sampai 120 hari. Pandangan ketiga adalah
yang membolehkan hanya pada rentang usia kandungan 40 hari
(Murad, 2013: 15-17 dan al-Buhairi, 2007).

Pandangan kebolehan ini merujuk pada pertimbangan dasar
hukum pentingnya menolong orang, meringankan kesusahan orang
lain, kaidah hukum Islam dalam menghilangkan kerusakan (adl-
dlararu yuzal), bahwa jiwa ibu yang sudah pasti lebih utama dari
jiwa janin yang masih dalam kandungan (al-yaqin la yuzalu bi
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asy-syakk), bahwa bahaya yang lebih besar harus dihilangkan lebih
dahulu (idza ta’dradlat mafsadatdn ru’iya a’'dhamuhuma bi irtikab
akhaffihima), serta kedaruratan bisa membolehkan hal-hal yang
dilarang (adl-dlariirat tubih al-mahdhiirat).

Sementara perbedaan rentang waktu usia janin adalah terkait
perbedaan pendapat dalam usia berapa seorang janin sudah dianggap
manusia yang memperoleh tiupan jiwa kemanusiaan (rith) oleh
malaikat. Ada yang mengatakan pada usia 40 hari (Shahth Muslim,
no. 6896), sehingga setelah itu penghentian kehamilan dianggap
pembunuhan janin yang sudah berjiwa (rith) manusia. Ada yang
mengatakan peniupan itu pada usia 120 hari (Shahth al-Bukhdari, no.
7544), sehingga sebelum itu masih sebatas penghentian kehamilan,
baru setelahnya dipandang sebagai janin yang berjiwa manusia (rith).

Kebolehan penghentian kehamilan perempuan korban perkosaan
pada usia berapa pun merujuk pada pandangan bahwa hal ini bukanlah
pembunuhan dan ia juga bukan penghentian kehamilan biasa pada
umumnya perempuan. la dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa
perempuan korban perkosaan yang terancam dan memulihkannya
pada kondisi yang lebih sehat dan lebih baik. Belum lagi, janin
yang akan dilahirkannya akan dibenci dirinya, keluarganya, bahkan
masyarakatnya. Karena itu, pertimbangan medis adalah sangat penting
untuk memutuskan sejauhmana penghentian kehamilan ini dapat
menolong perempuan korban perkosaan dan tidak malah membuatnya
semakin terancam secara fisik, psikis, maupun sosial.

Namun, pada praktiknya, penghentian kehamilan, apalagi secara
tidak aman, bisa berakibat infeksi alat reproduksi, kemandulan,
pendarahan dan gangguan syaraf, resiko kematian ibu dan anak, robek
rahim, risiko shock, dan bahkan kematian (Buhdi dan Ester, 1998).
Secara psikis, penghentian kehamilan juga berdampak pada gejala
“post-aboriton syndrom”, yang ditandai dengan kehilangan harga diri,
mudah berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai
bayi, ingin melakukan bunuh diri, ingin mencoba menggunakan
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obat-obat terlarang, dan sulit untuk bisa menikmati lagi hubungan
seksual (Adriana, 1998: 52). Karena itu, penghentian kehamilan harus
benar-benar didasarkan pada pandangan medis, sejauhmana ia akan
dapat melindungi jiwa perempuan korban perkosaan. Jika sebaliknya,
maka melanjutkan kehamilan menjadi pilihan untuk memastikan
perlindungan jiwa perempuan secara fisik, psikis, mental, dan sosial.

Menolong perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan,
baik dengan menghentikannya atau meneruskannya secara aman
dan sehat adalah implementasi wasiat ketuhanan untuk bersyukur
pada peran reproduksi perempuan (QS. Lugmadn (31): 14), prinsip
kasih sayang Islam (QS. al-Anbiya " (21): 107), perintah mendukung
kelompok mustadl’afin (QS. an-Nisa " (4): 75 dan Sunan Abii Dawud,
no. 2594), wasiat kebaikan pada perempuan yang diingatkan Nabi
Muhammad Saw pada saat haji wadd’, atau perpisahan (Sunan Ibn
Majah, no. 1924). Ia juga bagian dari implementasi prinsip-prinsip
hukum Islam (magqdshid syari’ah) yang telah digariskan para ulama
klasik dan kontemporer.

Perlindungan perempuan korban perkosaan dari bahaya kehamilan
juga merupakan mandat dari Konstitusi Republik Indonesia. Pasal
28G Ayat 1 UUD 1945 menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlakuan
buruk dan tidak adil terhadap perempuan korban perkosaan, atau
membiarkannya dalam kondisi yang membahayakan juga bertentangan
dengan Pasal 28G Ayat 2 UUD 1945.

Pertolongan dan perlindungan perempuan korban perkosaan dari
bahaya kehamilan adalah kewajiban setiap orang, baik individu paling
dekat dengan kejadian atau dengan korban, keluarga, masyarakat, dan
terutama negara. Nabi Muhammad Saw menegaskan tentang pentingnya
menolong yang dizalimi (Shahth al-Bukhdari, no. 2484), dan perempuan
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korban perkosaan yang hamil adalah dizalimi secara berlipat-lipat
dan bisa berkelanjutan. Seseorang yang melihat sebuah kemungkaran
atau keburukan yang dialami orang lain, juga diperintahkan untuk
mengubahnya, agar menjadi baik (Shahth Muslim, no. 186). Bagi yang
memiliki kekuasaan, seperti penguasa negara, tentu dengan segala
kebijakan dan fasilitas yang dimiliki. Bagi yang memiliki pengetahuan
dan keahlian, seperti tenaga medis, tentu dengan kapasitas yang
dimilikinya. Begitu pun yang memiliki informasi dan pengetahuan
yang benar, atau setidaknya memberikan dukungan dan doa.

Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung-jawab besar dan
utama, sebagaimana juga ditegaskan Pasal 281 ayat 4 dari UUD 1945.
Tanggung-jawab ini juga sesuai dengan kaidah figh dalam hukum
Islam, bahwa kebijakan negara harus untuk kepentingan warganya
(tasharruf al-imdm ‘ald ar-ra’iyyah manithun bi al-mashlahah).
Terkait dengan perlindungan jiwa perempuan akibat perkosaan,
penting ditilik dari perspektif pengalaman perempuan sebagai pemilik
tubuh yang berhak mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri.
Perempuan korban perkosaan yang hamil dengan semua beban fisik,
psikis maupun sosial harus didengarkan kebutuhan dan keinginannya.
Sehingga apapun keputusannya, baik melanjutkan atau melakukan
penghentian kehamilan harus menjunjung tinggi prinsip penghormatan
atas tubuh perempuan (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal
66 tentang hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan bagi
korban).

Perempuan korban perkosaan yang memilih melanjutkan ke-
hamilannya harus dipastikan betul bahwa cara tersebut adalah dalam
rangka menyelamatkan jiwa perempuan korban, baik selama kehamilan
hingga pasca melahirkan. Jangan sampai membahayakan jiwa
perempuan dan atau tumbuh kembang janin yang akan dilahirkannya.
Selain itu, keselamatan jiwa ibu dan anak harus juga pastikan aman
dari bahaya yang bersifat biologis, psikis maupun sosial. Memastikan
mereka mendapatkan hak dan perlindungan, termasuk agar tidak
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dipersalahkan, diolok-olok, begitu pun anaknya tidak dilabeli sebagai
anak haram (QS. Fathir (35): 18).

Apabila pernyataan dari tim ahli, baik secara medis dan/atau
psikis juga sosial menjelaskan bahwa kehamilan perempuan korban
perkosaan dapat membahayakan hingga mengancam jiwanya, maka
penghentian kehamilan adalah pilihan yang diutamakan sebagai cara
untuk melindungi jiwanya (hifdh an-nafs). Pilihan ini juga harus tetap
memastikan keselamatan jiwa perempuan pada usia kehamilan berapa
pun. Oleh karena itu bagi semua pihak yang memiliki wewenang dan
keahlian untuk melakukan perlindungan kepada perempuan korban,
tidak boleh menolak maupun menghalang-halangi dalam memberi
perlindungan jiwa korban dengan dalih apa pun. Begitu juga, ketika
melanjutkan kehamilan bagi perempuan korban perkosaan menjadi
cara untuk melindungi jiwanya, harus dipastikan difasilitasi secara
aman, sehat, dan bayinya lahir dengan selamat, serta keduanya hidup
terhormat tanpa stigma buruk, karena kesalahan itu tidak ada pada
mereka berdua.

4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (adillah) dan analisis
(istidlal) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2, menjawab
pertanyaan-pertanyaan pada tashawwur, dengan memutuskan sikap
dan pandangan sebagai berikut:

a. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat
perkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik
dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, karena
setiap kehamilan akibat perkosaan menyebabkan darurat medis
dan/atau psikiatris;

b. Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa
perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, terutama
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diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat
dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatri, serta negara. Pelaku
wajib bertanggung jawab untuk melindungi jiwa korban dengan
cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (mafsadat)
bagi korban;

Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dan
kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa
perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram.

5. REKOMENDASI

a.

Individu (korban)
1) Tidak menyalahkan diri sendiri.
2) Memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya.

3) Tidak melakukan tindakan yang memperburuk kondisinya
dan membahayakan keselamatan.

Orang tua dan keluarga

1) Melindungi, memberi dukungan dan segera meminta per-
tolongan untuk mengetahui kondisi korban. Seperti melakukan
cek kesehatan, mengamankan barang bukti jika ada dan mencari
bantuan atau rujukan untuk pendampingan selanjutnya.

2) Tidak melakukan penghakiman dan eksklusi bagi perempuan/
anak korban perkosaan.

3) Bersikap pro aktif untuk memberikan perlindungan kepada
korban dan memberikan pertolongan pertama, dengan mem-
bawanya ke rumah sakit dan kantor polisi.

Masyarakat

1) Tidak menyalahkan korban dan tidak menganggapnya sebagai
aib keluarga dan masyarakat.
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2) Tidak melakukan diskriminasi, mengucilkan, bahkan me-
lakukan hal yang melukai korban dan keluarga korban.

3) Melakukan edukasi kepada orang tua korban untuk mem-
berikan dukungan dan pendampingan kepada korban.

4) Memberi pendampingan dan ruang aman bagi korban.

Ulama

1) Membangun kesadaran umat dengan taushiyah yang men-
dorong masyarakat untuk menolong korban dan melarang
mereka untuk meminggirkan korban.

2) Mengambil sikap yang jelas terkait hukum perlindungan jiwa
perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan.

3) Mensyiarkan kepada masyarakat luas terkait upaya preventif
serta bersama-sama melindungi korban, mendukung keluarga
korban, dapat melalui kajian di pesantren, majlis taklim atau
pengajian yang berpihak pada korban.

4) Memberikan penguatan spiritual kepada korban.

Tenaga Kesehatan

1)

2)

3)

Melayani dengan baik, menolong dengan empati, tidak
mempersulit kondisi korban, memberikan layanan kesehatan
dan menyelamatkan jiwa perempuan dari kehamilan akibat
perkosaan.

Memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan kehamilan
korban kepada pihak berwajib.

Memberikan edukasi tentang bahaya penghentian kehamilan
yang tidak aman ke masyarakat desa-desa tidak terjangkau
layanan publik.
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Pemerintah/Negara:

1)

2)

3)

4)

Merevisi aturan undang-undang yang tidak mendukung atau
menghambat perlindungan jiwa korban.

Membuat regulasi yang menjamin layanan kesehatan atau
tim medis dalam melakukan perlindungan jiwa perempuan
dari bahaya perkosaan.

Membuat standar prosedur operasional bagi penanganan
dan perlindungan perempuan korban perkosaan mulai dari
asesmen, perujukan, kunjungan kesehatan, pendampingan
hukum, penyediaan rumah aman, bantuan sosial oleh dinas
terkait.

Menyediakan layanan kesehatan untuk melindungi jiwa

perempuan dari kehamilan akibat perkosaan dengan perspektif
korban untuk melindungi dan menghukum pelaku.

Pelaku Media

1)

2)

3)

Menyampaikan informasi yang baik, tepat dan tidak semakin
memberatkan dan menyudutkan korban.

Menyampaikan informasi edukatif, tidak mengandung unsur
kekerasan dan romantisasi kekerasan seksual.

Menjalankan kode etik serta memiliki perspektif keberpihakan

terhadap perempuan korban perkosaan dan tidak membuat
berita yang bias bahkan menyudutkan korban.

4) Memberikan literasi mengenai pengetahuan dan life skill

yang dapat menguatkan ketahanan diri untuk tidak mudah
memaksa pada orang lain, yang dalam relasi tertentu, bisa
berdampak tindak perkosaan dan akhirnya kehamilan yang
membahayakan.
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